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IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 45/PUU-XVI11/2020

Tentang
Perlakuan Berbeda Terhadap Pejabat Negara Dalam Undang-Undang Covid-19

Pemohon : Sururudin

Jenis Perkara . Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian
Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pokok Perkara : Pengujian Materiil Pasal 2, Pasal 12 ayat (2), Pasal 27, dan Pasal
28 angka (3) dan angka (10) Lampiran UU 2/2020 terhadap UUD
1945.

Amar Putusan . 1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Pasal 27 ayat

(1) dan ayat (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) tidak dapat

diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Tanggal Putusan . Kamis, 28 Oktober 2021

Ikhtisar Putusan

Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang menyatakan
dirinya sebagai pembayar pajak (tax payer).

Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon mengenai
Pengujian Materiil Pasal 2, Pasal 12 ayat (2), Pasal 27, dan Pasal 28 angka (3) dan (10)
Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (UU 2/2020)
terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.



Terkait kedudukan hukum Pemohon, adanya fakta bahwa dalam pembahasan anggaran
tersebut telah nyata-nyata mengesampingkan fungsi DPR vyaitu fungsi legislasi, fungsi
anggaran, dan fungsi pengawasan sehingga melanggar Pasal 20 UUD1945. Hal tersebut
sangat berkaitan erat dengan adanya fakta bahwa Pemohon sebagai WNI pembayar pajak
(tax payer) yang juga telah memberikan “mandate konstitusional” kepada DPR dalam proses
pemilu sehingga DPR seharusnya berwenang menetapkan APBN bersama-sama dengan
Presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari DPD.Oleh karenanya potensi kerugian
konstitusional Pemohon tidak akan terjadi lagi apabila permohonan Pemohon a quo
dikabulkan.

Bahwa terkait pokok permohonan, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya
menyatakan sebagai berikut:

1) Bahwa terhadap Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Lampiran UU 2/2020, Mahkamah telah
mempertimbangkan konstitusionalitasnya dan telah menyatakan syarat pemaknaan yang
konstitusional terhadap norma a quo. Dengan demikian, sejak putusan tersebut diucapkan,
meskipun terdapat 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda
(dissenting opinion), yakni Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Arief Hidayat,
dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh berkenaan dengan Pasal 27 ayat (1) dan
ayat (3) Lampiran UU 2/2020, maka pemaknaan yang konstitusional terhadap Pasal 27
ayat (1) dan ayat (3) Lampiran UU 2/2020 adalah sebagaimana Amar dalam Putusan
Mahkamah Konsitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 tersebut, bukan lagi norma lengkap
sebagaimana yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon. Dengan adanya putusan
tersebut, maka norma Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Lampiran UU 2/2020 yang didalilkan
Pemohon inkonstitusionalitasnya menjadi kehilangan objek sehingga tidak relevan untuk
dipertimbangkan lebih lanjut.

2) Bahwa berkenaan dengan Pasal 27 ayat (2) Lampiran UU 2/2020 Mahkamah telah
memutus mengenai konsitusionalitas Pasal 27 ayat (2) Lampiran UU a quo dalam Putusan
Mahkamah Konsitusi Nomor 37/PUU-XVII1/2020, yang menyatakan bahwa Pasal 27 ayat
(2) Lampiran UU 2/2020 adalah konstitusional. Oleh karena isu konsitutional yang
dikemukakan oleh Pemohon berkenaan dengan alasan pengujian Pasal 27 ayat (2)
Lampiran UU 2/2020 pada pokoknya adalah sama dengan isu konstitusional sebagaimana
telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-
XVIII/2020 a quo, maka pertimbangan hukum dalam putusan di atas mutatis mutandis
berlaku untuk permohonan a quo, khususnya berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal
27 ayat (2) Lampiran UU 2/2020. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai
inkonstitusionalitas Pasal 27 ayat (2) Lampiran UU 2/2020 adalah tidak beralasan menurut
hukum.

3) Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai pengujian materiil norma Pasal 2,
Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 28 angka 3 dan angka 10 Lampiran UU 2/2020 telah
dipertimbangkan pula oleh Mahkamah dalam Sub-Paragraf [3.18.1] Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 37/PUU-XVI11/2020, bertanggal 28 Oktober 2021, yang telah diucapkan
sebelumnya, yang menyatakan: “...Bahwa berkaitan hal-hal sebagaimana yang didalilkan
para Pemohon tersebut di atas, setelah dicermati dengan saksama dalil-dalil para Pemohon
dimaksud telah ternyata saling berkaitan erat dan bertumpu pada argumen khusus yaitu
adanya kekhawatiran para Pemohon berkenaan dengan penggunaan keuangan negara
dalam penanggulangan pandemi Covid 19. Terhadap dalil-dalil para Pemohon tersebut,
Mahkamah berpendapat sesungguhnya pilihan kebijakan pemerintah sebagaimana
tertuang dalam norma-norma yang dilakukan pengujian tersebut di atas oleh para Pemohon
adalah pilihan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah karena adanya keterdesakan
keadaan atau kondisi darurat. Dalam hal ini, kebijakan dalam penanganan pandemi Covid-
19 yang tidak bisa tidak harus bersentuhan dengan soal keuangan atau anggaran,
termasuk dalam hal ini kemungkinan-kemungkinan adanya asumsi penyalahgunaan



keuangan negara dimaksud. Oleh karena itu, Mahkamah dapat memahami pilihan
kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut karena pemerintah memang memiliki
pilihan yang sangat terbatas dalam penanganan pandemi Covid-19 yang tentunya
memerlukan beban anggaran yang tidak bisa diprediksi sebagaimana layaknya beban
anggaran negara dalam keadaan normal. Dengan demikian, Mahkamabh tidak serta-merta
juga menegasikan adanya kekhawatiran-kekhawatiran semua pihak, termasuk dalam hal
ini para Pemohon, adanya gangguan stabilitas keuangan yang dipergunakan untuk fokus
pada penanganan pandemi Covid-19. sehingga, terkait dengan persoalan perluasan judul
yang dikhawatirkan oleh para Pemohon dengan sendirinya telah terjawab dengan adanya
penegasan a quo dari Mahkamah. Namun demikian, dalam keadaaan yang dilema seperti
saat ini Mahkamah menegaskan tidak ada persoalan konstitusionalitas berkaitan dengan
norma-norma yang dipersoalkan para Pemohon tersebut di atas sepanjang hal tersebut
hanya berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19. Oleh karena itu, dalil-dalil para
Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas pasal-pasal tersebut di atas tidak
beralasan menurut hukum.”

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah
berpendapat dalil Pemohon berkenaan dengan Pasal 2, Pasal 12 ayat (2), Pasal 27 ayat (2),
Pasal 28 angka 3 serta angka 10 Lampiran UU 2/2020 pertimbangan hukum Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 mutatis mutandis berlaku terhadap
pertimbangan hukum Putusan perkara a quo sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan
menurut hukum. Adapun permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat
(3) Lampiran UU 2/2020 adalah kehilangan objek. Sedangkan terhadap dalil-dalil lain dan hal-
hal lain dari permohonan Pemohon yang dipandang tidak relevan dan oleh karenanya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut serta dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Lampiran
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6516) tidak dapat diterima;

2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.



